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1.'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (l.ernbaran Negara Republlk lndone·sia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahah Lembaran Neg·ara 
Republik lndonesla Nomor 3?09); 

a.' bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang- 
. Undanq Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan RetribusiDaerah, Pajak Bumi dan Banqunarr 
perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis 
Pajak Kabupaltm/ Kota; ·• . . 

b. · bahwa berciasarkan Pasel 95 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 28. Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan derigan 
Peraturan Daerah; · 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dlrnaksud dalam huruf a dan huruf b, perfu rnembentuk 
Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

DE NGAN R.~HMAT TU HAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BUTON TENGAH, 

v1eng'f.hgat : :: 

vtenimbang : 

... 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN· 

PERKOTAAN · . 

TENT ANG 

BUPATI BUTON TENGAH 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 

NOMOR 10 TAHUN 2016 

-- "";: ·--•:-r··"'·-1 
.. -~ __ ;, 
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2. Undan'g-Undang Nomor 6 Tahun 1983 teritang 

Ketentuan' Umum dan Tata Cara Perpaj'akan 
· (Lembaran Negara · Repuhlik lndonesla Tahuri 

19.83 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaim'i;i·na 

· telah diubah beberapa kali teral<fiff :dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahuri 2009' tenta·n'g'· 
Penetapan Peraturan Pernerintah Pen·g·,janti · 
Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2008 teritang ~:-=:~ 
Perubahan Keempat Atas Undang.:Undang Nomof- ... -. :;::~, 
6 Tahun 1983 tentana Ketemuan umum dan Tata :. - ~~: .. 
Cara Perpajakan ... menjadi Undang-Undan·g 
(t.crnbaran Negara· .Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 62,. T ambahan Lembaran Neg·ara 
Republik Indonesia Nomor 4953); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tenta·ng 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
42, Tambahan Lembaran .Negara Republlk 
Indonesia Nomor 3686), sebaqalrnana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 19 T ahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repi.Jb!ik 
Indonesia Tahon 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3987); . 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak· (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 
4189); 

: 

- 
' I 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tanun 2003 ten'tang 
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan . 
Lembaran Negara R~p1:,1blik lhdonesla Nomot 
4286); "') :: .. 

6. Undang-Undang Nomo{·33 Tahun 2004 tenta·,;g 
Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat 
darr Pemerintahan Daerah '(Lemharan Neg-~f.a 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor t26, 
Tambahan Lembaran Negara Repciolik Indonesia 
Nomor 4438); ·· 

7. Undang:-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenta·ng 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (tembaran 
Negara. Republik Indonesia Tahun 2009 · Nomor 
130, · Tambahan Lembaran Negara Reputilik 
Indonesia Nornor 5049); 

B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindunqan dan Pengelolaan L.ingkungan Hidup 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 140, Tambahan l.ernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

9. · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 · tentang 
Pemerintahan baerah (Larnbaran . Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 244, 

· Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Ungang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nonior 23 Tahun 2014 

· tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negera 
Republik Indonesia. tahun 2015 nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5679); 

:. 

;'. . )} 



"" ..... : J 

·4 

10.Undang-Undang .. Nomor 23 Tahun 2014 tentan'g 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara· 
Republik Indonesia Ta~un 2014 Nomor. 244, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); ... _ 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun .2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah · 
(Lernbaran Negara Republiklndonesia Tahun 
2005 .Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); ·· 

12. Karena pembagiap urusan pemerintahan telah 
. diatur dalam Undang0 tJndang Nomor 23 Tanun 

2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kau 
terakhir de,ngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
· tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lernbaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

. Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
· 14.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahuri · 2·010 

tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut 
Berdasarkan Penetapan Kepala Oaerah atau 
Dibayar Sendiri 0.leh · Wajib Pajak (l.embaran 

.Neqara. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
153, Tambahan . Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5179); 

15 · Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 54 
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di 
Lir:igkungan Pemerintah Daerah; 

.-; .. 

:". "1}- 
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Dalam Peraturan Daerah lni, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebaqai unsur penyelenggara Pemerintshan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupatl Buton Tengah. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG 
PAJAK BUM! DAN BANGUNAN 

~ PERDESAAN DAN PERr<OT AAN. 
'I 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BUTON TENGAH 

dan 
BUPATI BUTON TENGAH 

Dengan Persetujuan Bersarna 

• 

16.Peraturan Bersama Menteri Keualigan dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.08/2.010 
dan Nomor 58 Tahun 201 O tentang Tahapan 
Persiapan Pengallhan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Dae~atw·. __ · __ ·-- 

: : · .... .: 
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4. Dewan· Perwakilan Rakyat Daerah, yang selarijdtnya disin-gkat 
DPRD adaiah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Buton Tengah. . 

- -- 5. Dinas Pendapatan ·Pengelola Keuan9an dan Aset Daerah, 
yang selanlumya disebut Dinas adalah Dlnas Pendapatan 
Pengelola · Keuangan . dan Aset Daerah Kabupaten Baton 
Tenqah. · 

6. Badan adalah sekurnpulan orang . dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yar:ig tidak melakukan usaha yang· meliputi perseroan 
terbatas, perseroan kornanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara {BUMN), atau badan usaha milik daerah 
(BUMD) dengan narna dan dalam bentuk apa pun, firrna, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi rnassa, ·organisasi sosial politik, atau 

- .. organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolekt~ dan bentuk usaha fetap. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buton 
Tengah -, 

8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu 
dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundanq-undanqan. 

9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutanq oleh orang· pribadi atau Badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-(lndang, dengan tidak 
mendapatkan lmbalan langsvn.g , dan digunakan untuk 
kepertuan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. · ,, ; 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang 
selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bum! darJafau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dirnantaatkan oleh 
or~ng pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang diqunakan 

. -~ 



------ 

7 

... • ,!{~I ,, 'u' , 

•• -, ,1 

.. 

untuk 'kegiatan · usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. ~·,· , 

~ 11. Bumi adalah permukaan bumi d~n _tubuh. bumi yang ada 
, dibawahnya. , 
t 12. Bangunan. adalah konstruksi teknik yang ditanam ~tau· · 

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau peralran 
pedalaman. . . . 

13. Nilai Jual · Objek Pajak, yang selarijutnya disingkat NJOP 
. adalah harga rata-rata yang diperoleh dart transaksi jual beli 

.··;·yang terjadi secara waja~ •. dan bilamana tidak terdapat · 
transaksi jual beli, NJOP ditentukan rnelalui perbandingan 
harga dengan o~jek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau N~OP pengganti. . 

. 14. 'v\1ajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,. rneliputl 
pemoayar pajak, pemotong pajak, dan pemunglit pajak, yang 
mempunyai. hak oan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundanq-undangan perpajakan 
daerah. 

'.15. Masa Pajak adalah suatu jangka waktu tertentu, yang menjadl 
dasar bagi Wajll:> Pajak untuk menghitung, rnenyetor.dan 

, melaporkan pajak yang' lerutang. · 
~16. Tahun Pajak· adatah jangka _Naktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender, kecuali bila Wajib · Pajak menggunakan tahun 
buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

~7. Pajak yang terutang .adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu 'saat, dalam · Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau ., 
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuari .. --·--· _ 
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. 

18 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
... penqhimounan data objek dan . subjek pajak, penentuan 

besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada Wajib Pajak sertapenqawasan penyetorannya . 

• 

.•......... . ., 
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19. Surat Pemberitahuan·Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi- den Bangtm~n 
Perdesaan dan Perkotaan sesual dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. . ... _ 

20. Surat Setoran Pajak Daerah. yang selanjutnya disingkar 
SSPD adalah buktl pembayaran atau. penyetoran· pajak ·yang · . 
telah dilakukan denqan menggunakan formulir .atau telah=-· .. ·,-::..,;,'. 
dilakukan dengan· cara lain ke kas daerah melalui tempat . - - ' . 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bup~ti. ··· ''._ -··· 
Surat Pernberitahuan Pajak }en.Hang, yang selanjutnya ·- - 
disingkat SPPT adalah surat- · yang digunakan untuk - ·· - 
memberitahukan besamya . Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. - ·· - 

22. Surat Ketetapan Pajak · Daerah Kurang Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit 
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sanksi administratif, dan jumlah pajak yapg masih harus 
dibayar. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan tambahan atas jum!ah pajak yang 
telah ditetapkan. 1 

' • 

Surat Kstetapan Pajak Daerah ·Nihil, yang. se!ai:,jutnya 
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 

· jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. · 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB, adalah .. surat ... ketetapan paiak , yang· 
menentukan jurnlah kelebihan . pembayaran pajak karena 

.· .. l 
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jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang 
atau seharusnya tidak terutang. 

i;2s. Surat Tagih_an Pajak Daerah, yang selanlutnya disingkat 
.·;·STPD, adalah surat untuk metakukan ·tagihan pajak dan/atau 

sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 
27. Surat Keputusan Pembetulan adalaf surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, keselahan hitung, danratau 
kekeliruan dalam penerapan - ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak T erutang, S'Urat · 
Ketetapan Pajak Dasrah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daeran Kurang Bayar · Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihi( Surat Ketetapan ~ajak Daerah Lebih 
Bayar, Surat Tagihari Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau_ Surat Keputusan Keberatan. 

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan ternaoap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 

,\ .. I I 

Surat Ketetapan Pajak DaeraJli Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kuranq Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang. 
Bayar Tarnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,· atau terhadap 
pemotongan atau pemunqutan · oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wa.ilb Pajak. 

29. Putusan Banding adalah putusan ·badan peradilan pajak atas 
- ·· banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan 

oleh Wajib Pajak. . 
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 

secara teratur untuk mer.gumpulkan data dan informasi 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasitan 
dan. biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahsn 
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode 
T ahun Pajak tersebut. 

.l 
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.;. 31. Pemetik~aan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objeh.1if dan profesional berdasarkan suatu standar 

'pemetiksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
, perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. Surat Teguran adalah surat yang _ 
diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan 
kep~da'Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya .. 

32. Surat Paksa adalah surat perintah rnernbayar utang pajak dan 
biaya penagihan pajak. · 

33. Penyidik adalah Palisi Negara Republik Indonesia atau 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang 
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. 

34. . Penyidilc Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dlsebut PPNS 
adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

_ wewenang dan kewajiban untuk rnelakukan penyelidikan dan 
.·;.. penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah 

yang memuat ketentuan pidana. · • 
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 

seranqkaian tindakan yang . (Jilaku~an o\eh Penyidik untuk 
mencari · serta mengurnpulkan bukti yang dengan bukti itu 
mernbuat t.erang tindak pldana di bidang perpajakan daerah 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

... _; 
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-c- • 
L menara . 

' (1) Objek Pajak adalah burni dan/atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, daniatau dimanfaatkan o\eh orang pribadi atau 
Badan, kecuali kawasan ya-ng digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

(2) T errnasuk dalam pengertian Bangunan adalah: 
a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks 

bangunan seperti hotel, pabrik,_ dan emplasemennya, yang 
merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Banqunan 
tersebut 

b, jalan tol; 
c. kolam renanq; 
d. pagar mewah; 
e. ternpat olahraga; 
f. galangan kapal, dermaga; 
g. taman mewah; 
h. tempat penampungan/kil3ng minyak, alr dan gas, pipa 

.: .. minyak; dari 

Pasal3 

uengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dipungut pajak atas burni dan/atau bangunan yang 
ijimiliki. dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
~adan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha . 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

Pasal2 

NAMA, OBJ EK, DAN. SUBJ EK PAJAK 

.. 

.-·: 
BAB II -s. 

ii ;_ ~ 
~ t 

- = 

:'· .- .. ,----.. - 
. . ";2. 
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· (·1) Subjek Pajak adalah orang pribadl atau Sadan yang secara 
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh 
manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan. 

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang secara 
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh 
manfaat atas .Bumi, dan/atau .memiliki, menguasai, dan/atau 
rnernperoleh manfaat atas Bangunan. 

Pasa14 

~(3) Objek Pajak yang ti~ak dikenakan Pajak adalah objek pajak 

iyang:a. digunakan ·. ol~h · Pemerintah dan Daerah untuk 
! penyf~lenggaraan pemerintahan; 
I b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan 
_ . umum di bid~ng ibadah, so.slal, kesehatan, pendidikan dan 
"- kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 

niemperoleh keuntungan; · .. · .. 
c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau 

yang sejenis derigan itu; . 
d. merupakan hutan _ lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, 

. tarnan nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh 
desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan. konsulat 
berdasarkan asas perlakuan timbal batik; dan · 

f. digunakan oleh bad an · a tau perwakilan lembaga 
intemasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

- .,.. 

- ,._ .. ,.: ' .. 
~·i: 
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• 

·. · Pasal 7 

iarif Pajak ditetapkansebaqai berikut: 
.a. untuk NJOP dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) ditetapkan sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen) per 
tahun; · · 

b. untuk NJOP Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) 
pertahun; 

c. untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) keatas 
ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun . 

· Pasal 6 , 1 

Besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan 
sabesar Rp. ·10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib 
·Pajak. · 

- 
~1) .·:.Qasar penqenaan Pajak adalah NJO.F. 
(2) Besarnya NJOP . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

1~ ditetapkan setap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk oejek pajak ada 
daerah tertentu·dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan. 
per'!<embangan wilayahnya. 

,(3) Penetapan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan oleh _Bupati. 

Pasal5 

BAB Ill 
OASAR PENGENMN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN 

PAJAK 
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; Saat yang menentukan Pajak . yang terutang adalah menu rut 
.. keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari . 

Pasal 11 
' .,,. 

Masa Pajak adalah Tahun Pajak. denga_n jangka waktu 1 (satu) 
• tahun kalender. · 

Pasal10 .····· 

BABV 
MASAPA.JAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG 

; Pajak yang terutang dipunqut di wilayah daerah .tempat Objek 
. Pajak berada. 

Pasal 9 

BABIV 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasa.1_8 
; sesarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara 
hnengalikan ta~if sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan 
-idasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
I ayat (3) setelah dikurangi Nifai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
~sebagaimana dimaksud dalam Pasat 6. 

-~ 
.. ~ 
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Pasal 14 . 
: {1) Pajak yang-terutang dipungut berdasarkan SPPT .. 
; (2) Pemungutan _Pajak dilarang diborongkan. 

BAB VII 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

' 
! 

Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT. 
Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal: 
a. SPO? sebaqairnana dimak_sud dalam Pasal 12 ayat (2) 

tidak disampaikan dan setelan Wajib Pajak dltegur secara 
tertulis oleh 8upati sebagaimana ditentukan dalam Surat 
T equran; dan 

b. berdasarkan hasil perneriksaan atau keterangan lain 
temyata jumlah paja:< yang·terutang lebih besar dari jumlah 
pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan 
oleh 'Najib Pajak. 

• v, 
a 

" . 

Pendataan Pajak dilakukan dengan menggunakan · SPOP. 
SPOP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus diis! 
dengan jelas, benar, dan lenqkap serta ditandatangani d 
an disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi 
letak objek pajak, paling larnbat 30 (tiga puluh) hari ke·rja · 
setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak -. 

Pasal 13 

Pasal 12 

BABVI 
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK 

.. . .. ~ ~ ., 

1 
;(1) 

(2) .. 
' = = I 

_,,:;· -~- 
-B 
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.:: 

.;1) Tanggal jatuh tempo pernbayaran dan penyetcran pajak yang 
terutang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 
saat terutangnya palak dan Selama-lamanya6 (enam) bulan 
sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 

f2) Bupati · atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan 
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga ·sebesar 2% 
(dua persen) sebulan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 
penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan 
pembayaran pajak diatur deriqan Peraturan Bupati. 

Pasal 16 

:1) · Pembayaran Pajak · terutang oleh Wajib Pajak dilakukan 
berdasarkan penetapan Bupatl dengan menggunakan SPPT. 

:2) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas 
atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati. · 

~) Setiap pembayaran Pajak diberikurT tanda bukti pembayaran 
dan dicatat dalam buku penerirnaan. 

Pasal 15 

. ·Bagian Kesatu 
Tata 'Cara Pembayaran 

BAB VIII 
TATA CARA PEMB.AYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK 
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!.(1) SPPT. S~PD, STPD, Surat Keputusan Pernbetulan, Surat 
" Keputusan, Keberatan, dan Putusan Banding, yang 

rnenyebabkan jumiah pajak yang harus dibayar bertambah 
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 

~ diterbitkan. 
~(2) Pajak yang.terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD. Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 

Pasal 18 

;(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: 
a. Pajak dalam tahunan berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b. Dari hasii penelitian SPTPD terdapat kekurangan 

parnbayaran sebagai akibat salah tulis dan I atau selah 
~· hrtung. - 

c. Wajib Pajak. dikenakan sanksi admlnistrasi berupa bunga 
dan /. atau denda . 

(2) Jumlah kskuranqan pajak terutaHg dalam STPD sebaqaimana · 
dimaksud pada ayat (1) - ditambah dengan sanksi 
administrative berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan untuk paling lama 15 {lima belas) bulan sejak saat 
terutangnya pajak. 

___ (3) SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah 
jatuh tempo perrtbayaran dikenakan sanksi administratif 
berupadenda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih 
rnelalui STPD. 

· Pasal 17 

Ba~ian Kedua 
Penagihan 
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.. . 
: (1) Wajib Pajak dapat rnengajukan keberatan hanya kepada Bupati 

atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: 
a. SPPT; : 
b. SKPD; 
c. SKPDKB;. 
d. SKPDKBT; 
e. SKPDLB; 
f. SKPDN; dan 
g. Pcmotongan · atau pernunqutan, oleh pihak ketiga 

. berdasarkan ketentuan pera:ruran perundang-undangan 
perpajakan daerah. . ··" 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
... -denqan dlsertai alasan-aiasan yang jefas. 

(3) Keberatan harus diaiukan dalam jan·gka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan .atau 
pemungutan sebaqaimana dimaksud oada ayat (1 ), kecw~li jika 
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dlpenuhi karena i<eadaan di luar kekuasaannya. 

: (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar 
· . paling sedikit sejurnlah yang telah disetuju! Wajib.l?ajak .. s' 

__ (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
' dimaksud pada ·ayai (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak 

Pasal 19 

BAB.IX. 
KEBERATAN DAN BANDING 

. Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar. .oleh Wajib 
- . 'Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 
!(3) Penagihan ·· pajak dengan Surat . Paksa dilaksanakan 
: berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

~ ; -~ 

it - ·- 
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r . 
: (t) Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan banding hanya 
i kepada Penqadilan Pajak terhadap keputusan mengenai 
~ keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. 
~ (2) Perrnohonan tanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia,' dengan 
I alasan yang jelas dalam jangka:_\'.N~tqu 3 (tiga) bulan sejak 

keputusan diterima, · dilampiri salinan dari surat keputusan 
keberatan tersebut. · · 

~ (3) Pengajuan perrnohonan banding manangguhkan kewajiban 
~ membayar pajak sarnpai dengan 1 (satu) bulan sejak tar.ggal 
~ penerbitan Putusan Banding. 
t 
I 

' . k 

Pasal21 

;. 
!;\ 

: (1) Bupati dalarn jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, · I sejak tanggal Surat Keberatan · diterima, harus memberi 
& keputusan atas keberatan yang diajukan. · I (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa rnenerma 
~ seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya 
~ ·_pajak yang terutanq. 
~ (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
t telah lewat . dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, 
i keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 
t . 

! t 

... , dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga- tidak 
~ dipertimbangkan. · . .. . I (6) Tanda penerirnaan su~t k~beratan yang diberika~ .ole~ Bupati 
~ atau pejabat yang_ ·d1tunJuk atau tanda pengmman surat 
I. keberatan · melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti 
: . penerimaan surat keberatan, 

Pasal 20 

·~,· 
.·~·· 
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t 

Pasal23 

~(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, ·supati 
dapat mernbetulkarr SPPT, ·SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau 

t . BAB X 
PEMBJ=TULAN, P~MBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, 

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! 
ADMINISTRATIF 

: (1) JiKa pengajuan: keberatan at~H1 . perm~honan ban:~ing 
1 dlkabulkan sebaqian atau seluroh'}ya; . kelebihan pembayaran 
~ pajak dikembalikan dengan ditamoah imbalan bunga sebesar 
"' 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua p·u\uh 
i . empat) bulan. · . 

-~(2) lmbalan bunqa sebaqairnana _dimaksud _pad~ axat (1) dihitung 
.. sejak bu Ian pelurasan sampai dengan .diterb1tkannya SKPDLB. 
I (3) Dalam ha\ keberatan Wajib Pajak ditolak atau dlkabulkan 
I sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi .. adminlstratif berupa 
i denda sebesar ·50% · (lima puluh persen) dari jumlah pajak ! berdasarkan keputusa_n keberaran dikurangi dengan pajak yang 
I! telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
i(4) Dalam hal Wajib · Paj~k mengajukan permohonan banding, 
: · sanksi administratif . berupa denda sebesar 50% (lima puluh 
l persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak. dikenakan. 
i (5) Dalam hal perrnohonan banding ditolak atau dikabulkan 
; sebagian,· Wajib Pajak dikenai sanxsi administratif berupa 
~ denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak t - ·· berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran 
: . pajak yang,telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
" i 
! 

... Pasal 22 

- : .·: 
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~ Atas . ~elebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat 
~ menqajukan permohonan pengembalian kepada Bupatl. 
t, I ... 
i 

Pasal 24- . . 
I 

BABXI . 
PENGEMBALIAN :KELEBIHAN PEMBAYARAN 

.. STPO, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya 
terdapat kesa!ahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau 

I kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
~ perundang-undangan perpaiakan daerah. 
!) Bupati dapat · 
:: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrative 

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang 
rnenurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, 
dalam hal sanksttersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib ; 

~ Pajak atau bukan karena kesalaha11rw~; ... 
f b. mengurangkan atau membatalkan;J~PPT, SKPD, SKPDKB. 
• SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tldak t I .. ~_enar; 
i c. mengurangkan atau rnernbatalkan STPD; . 

d. membatalkan basil pemerixsaan atau .ketetapan pajak yang 
~- dilaksanakan · atau diterbitkan tldak sesuai dengan tata cara 

yang ditentukan; dan · 
e. rnenquranqkan · ketetapan pajak terutang berdasarkan 

f pertimbangan kemarnpuan membayar Wajib Pajak atau 
~ . kondisi tertentu obje.k pajak. . · · 
~ Ketentuan lebih lanJut rnenqenal tata cara pengurangan atau 

- ·r .penghapusan sanksi ,administratif dan pengurangan atau 
! pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ~ (2) diatur denqan Peraturan Bupati. 
i 

- . -~· 
•. :;!;: 
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- I (1) Hale untuk melakukan penagihan p~jak, kedaluwarsa setelah 
~ rnelampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhltunq sejak saat 
i 
I! I! . 

---i 

Pasal 25 '. 

BAB XII 
KEDALUWARSf, 

" .. 

!' (2) Bupati dalam jan_gka waktu paling lama 12 (du~ belas) b~I~~· 
: sejak· diterimanya permohonan pengembahan keleb11ian 
; pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
; harus memberikan keputusan. · · . 
! (3): Apabila jangka waktu sebaqairnana dimaksud pada ayat (2) 
; telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, 
• permohonan penqemballan pembayaran Pajak dianggap 

dikabulkan dan SKPDLB harus. diterb!tkan dalam jangka waktu 
.. paling lama 1 (satu) bulan. . ! (4) Apabila Wajib Palak rnempunyai ~ang Pajak lainnya, kelebihan · 
E pembayaran Pajak sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) I langsung diperhitungkan untuk rneiunasi terlebih dahulu uta-ng 
( Pajak tersebut, 
,. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana 
J dimaksud .pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling 
i lama 2 {dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 
i (6) Jika pengembalian kelebihan pernbayaran Pajak dilakukan i setelah lP.wat 2 (dua) bulan, Bup~,tmemberikan imbalan bunga 
i sebesar 2% (dua persen) sebutan atas keterlambatan 
! pembayaran kelebihan pembayaran Pajak. 
! (7) Tata cara penqernbalian kelebihan pembayaran Pajak 
i . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan I Bupati. 
i 
I 

:: 

..... ,. _ 
,:· :,·,· 

1! 
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- 
I 

;;. 

e 

I) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
~ melakukan penaginan sudah kedaluw~,~~ dapat dihapuskan. I) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak 
; yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 
! (1 ). . 
t Tata cara penqhspusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa 
; diatur dengan Peraturan Bupati. · 

Pasal26 

.. terutangnya Pajak, ·kecuali apa.,ila Wajib Pajak melakukan 
,. tindak pidana di bidang perpajakan daerah. . 
~) Kedalu~arsa penagiha·n pajak sebagaimana dlmaksud pada · 
~ _ ayat (1) tertangguh apabila : · 
l · a. diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa; atau 
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung 
: maupun tidak langsung. · 
L3) Dalam hal · diterbitkan Surat Teguran dan Surat . Paksa 
I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
i penagihan dihitung sejak tanggal penyarnpaian Surat Paksa 
i tersebut. . · · . J) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana 
\ dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pa;~k dengan 
I kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan 
~ belum rnelunasinya kepada Pemerintah Oaerah. 
5) Pengakuan utang secara tidak tangsung sebagaimana I dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan 
[ permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
;· permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 

.·;.~- 
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(1) lnstansi yang melaksanakan pemunqutan Pajak 'dapat diberi 
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan rnelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

: (3) Tata· cara pemberian dan pemanfaatan ir.sentif sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan 

. berpedoman pada peraturan .perundanq-undanqan ~ yang 
· berlaku. ·~.:.· · · ' 

:· 1 
. -;\ 

. BABXIV 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal28 

Pasal27 

~-·, .·. 
BAB XIII ' . 

PEMERIKSAA~.f t 
.!!:c .. = ;liii 

~ l 
e (1) Bupati berwenang melakuka.~1 pemerik~~an untuk m~-~-~-~Ji ! kepatuhan pernenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam 

ranqka . rnelaksanakan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

(2) .Wajib Pajak yang dlperiksa waji_b: .. 
a. memper1ihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang rnenladi dasarnya dan dokumen lain yang 
berhubungan cJengan obiek P~jak yang terutang; 

b. mernoerikan · kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruangan yang· qianggap perlu dan memberikan · bantuan 
_guna kelancaran pemerlksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diper\ukan. 
(3) Keterituan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak 

diatur dengan Peraturan Bupati 

-~- 
-r- - .... 

1 
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; 
g,1) Setiap pejabat dil~rang memberitahukan kepada pihak lain 
: segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya 

oleh \N3jib' P~jak dalam ranqka jap:ata_n atau pekerjaannya 
: untuk menjalankan ketentuan Perati;i.ran Perundanqundangan I . . . • perpalakan daerah. . . l2) Larangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga 
t terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati · untuk 
{ merr.bantu dalarn pelaksanaan ketentuan Peraturan 
; Perundang-undangan perpajakan daerah. 
s 
F 

13} Dikecualikan dari ketentuan sebaqamana dimaksud pada ayat 
l l 1') dan ayat (2) adalah: i a. Pejabat · dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau 
~. saksi ahli dalam sidanq pengadilan; 
! b. Pejabat dan/atau tenaga ah!i _yang 1itetapkan oleh Bupstt 
~ untuk memberikan ketcrangan kepada pejabat lembaga 
i negara · atau instansl Peme!intah yang berwenanq 
i melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. !4) Untuk kepentingan Daerah, BLipati berwenang memberi izin 

.] tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
; dan tenaga ahli sebagairnana dimaksud pada ayat (2). agar 
i memberikan keteranqan, memperlihatkan btddi tertulis dari atau 
! tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. 
~) Untuk ·kepentingan pemeriksaan. di pengadilan dalam perkara 
; pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan. I Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perclata, Bupati dapat 
; , memberi izin tertulis kepada · pejabat sebaqaimana dimaksud i ·pada ayat (1), dan tenaga ahli sebaqalmana dimsksud pada 
g 
I 

Pasal 29 
ti 
i ;; 

BAB XV 
KETENTUAN KHUSUS 

_,:-i~ 
;~ 
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- r .··; .. . 

• BAB XVI 
i KETENTUAN PIDANA 
I ... i Pasal30 

L) Wajib Pajak yang 'karena kealpaannya tidak menyampaikan 
~ SPOPD atau mengisi dengan tidak .benar atau tidak lengkap 
i atau melampirkan keterangan yang;, tidak benar sehingga I . ,.,l • 
i merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana I kurungan pati~g larna 1 (satu) tahun atau pidana denda paling I . banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau 
= kurang dibayar. . · ~ . !) Wajib Paiak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 
f SPOPD atau · mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 
t atau rnelarnpirkan keterangan yang tidak benar sehingga 
f merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana 
i I penjara paling lama. 2 (dua) tahun atau pidana denda paling 
t banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 
i kurang dibayar. · 
P) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat • 
= (2) adalah pelanqqaran. . 

!' ayat (2)1 untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis 
~ can keterangan Wajib Pajak yang·ada padanya. f,) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 
; menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat. keterangan 
I. yang diminta. serta kaitan antara perkara pidana atau perdata 
~ yang bersangkutan denqan keterangan yang diminta. 
i, 

~ ;:.. 

,:··T' 
1' 
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5 

! (1) Pejabat atau tenaga ahl! yang clitu~Juk oleh Bupati yang karena 
I kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal 
! sebagaimana dimaksud da!am Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) 
I d_ipidana ·denga; pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun I dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat [uta 
I rupiah). · 
i(2) Pejabat atau tenaqa ahli yang ditunjuk o!eh Bupati yang 
I dengan senqeja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang 
ff yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat 
I sebagaimana dlrnaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) 

4 i; dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun· 
· ! dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh 
i .juta rupiah). . · .. 
1(3) Penuntutan terhadap tindak pidana' sebagaimana dimaksud ! pada ayat (1) dan ayat (2) hanya ·~ilakukan atas pengaduan 
i orarig yang kerahasiaannya dilanggar. 
!1(4) Tuntutan pidana sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan 
I ayat (2) .sesual dengan sifatnya adalah menyangkut 
f kepentingan pribadl seseorang atai.i Sadan selaku Wajib Pajak, 
: karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. 

~ Pasal·32 

j Tindak pidana di bidang perpajakan daeran tidak dituntut setelah 
~ melarnpaui jangka waldu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya 

• :fi Pajak atau berakhimya Masa Pajak atau berakhimya bagian Tahun 
= Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. 
i . 
; 

. Pasal 31 
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• 

Pasal34 

BAB XVII 
PENYIDIKAN .. 

i t 
i n . i f 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
I Daerah dlberi wewenang kh usus sebagai Penyidik untuk i- ·- melakukan penyidikan. tindak pidana di bidang perpajakan 
; Daerah, sebagairnana dirnaksud dalarn Undang- Undang 
I Hukum Acara Pidana . j (2) Penyidik sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat 
E . pegawai negeri sipil tertentu di li'1gkungan Pem_erintah Daerah 
fi yang dlanpkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
I ketentuan Peraturan .Pen.indang-undangan. 
; (3): Wewenang . Penyidik sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) 
t adalah: . 
! a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
, keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di i bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan 

_ .. tersebut menjadi lebih lengkap dan [elas: 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai · 

orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan 
yang· dilakukan sehubunqan > , denqan tindak pidana 
perpajakan Daerah; v · ·; ; !~h· ·- ', , 

• 

! 

·;1 oenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) da~ ayat 
1 (2), dan Pasal 32· ayat (1) dan ayat (2). merupakan penenmaan 

• •5 Negara. 

Pasal 33 
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c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bida·ng 
perpajakan Daerah; · -·:,· 

d. memeriksa . buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan · 
de11gan tindak pidana di bidang p~rp~j_akan t,aerah; 

e. rnelakukan penggeledahan untul(mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukarr · ·. 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di .. bidang perpajakan 
Daerah; 

g. menyuruh I berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 
sedang berlangsung· dan memeriksa identitas oranq, benda, 
dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseoranq yang berkaitan dengan tindak pidaria 
perpajakan Daerah; 

i. memanggil . orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa. sebagai tersangka atau saksi: 

j.;; .. menghentikan penyidikan; dan/atau · 
k. rnelakuxan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penytoikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
sesuai denqan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
; dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia,· sesuai dengan ketentuan yang dlatur 
dalam Undang-Undanq Hukum Acara Pidana. 
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. . - ' r • Pasal 36 
I peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal_piundangkan. i\ Agar setiap · orang rnenqetahulnya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah .. ini dengan penernpatannya dalam Lembaran 
Oaerah Kabupaten _Suton Tengah. '.'..:,;: : \' 

.. · - Diteiapka~ di Labungkari. 
; pada tanggal 21 Oktober 2016 

.4 ~ ·- 

i 
I . .. 

Pasal 35 
Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB XVIII 
KETENTUAN PENUTUP 
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Pasal3 
Ayat (1) 
Yang dlmakscd, denqan "kawasan" adalah semua tanah dan 
bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, 
pernutanan, dan pertambanqan di tanan yang diberi hak guna 

Pasa12 
cukup jelas 

Pasal 1 
cukup jelas 

II. PASAL DEMI PASAL 

. 
ir 
i I l. UMUM.0 

' 

· Bahwa denga,i .berlakunya Undang:.Undang Nomor zs 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah rnaka 
jenis Pajak Bumi dan . Bangunan Perdesaan dan f erkotaan i ditetapkan menjadi jenis Pajak Kabupaten. Pajak Bhmi darf 

i Bangunan .Perdesaan dan Perkotaan pada dasamya rnerupakan 
R beban wajib pajak sehingga l<egiatan pemungutannya harus dijaga 

.A i; agar memberikan beban yang adil, maka untuk efektifitas 
I _pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. I . "' ii 
i 

I 
i 
; 
I 
1 .. 
- 

PAJAK BUMI DAN. BANGUNAN PERDESMN DAN PERKOTAAN 

PENJELASAN 
. ATAS 

RANCANGANPERATURANDAERAH 
KABUPAT~N BUTON ·reNGAH 

NO MOR 10 TAHUJ\. 20t6 

·TENT ANG 

- -~., .. 
.. t· .: r· 
~ 
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L 

-~ usaha perkebunan, ·tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan 
~ tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. 

~, Ayat (2) .. :! cukup jelas. 

! Ayat (3) 
! Hunif a· 

.! 
i Cukup jelas. i Huruf..b i Yang dimaksud dengan "tidak dirnaksudkan untuk rnemperoleh 
i keuntungan" adalah bahwa objek pajak ·itu diusahakan untuk l melayani kepentingan umum, can nyata-nyata tida_ k ditujukan untuk 
I mencari keuntungan.· Hai ini dc>~at - diketahui antara lain dari i anggaran dasar dan anggaran rumah ·tangga dart yayasan/badan 
: yang bergerak da\am bid~ng ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, 
; dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian lni adalah 

.,. 5 hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
•. perundang-undangan. 
I . 

~ ; Huruf c 
I Cukup jelas. I Huruf d 
I Cukup jela~. 
I Huruf e _ .I Cukup jelas. 
• Huruf f j Cukup jelas. , , .. 1 

I Pasal 4 
; cukup jelas 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

.-; .. 

Ayat (2) 
Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. . 
Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembanqunannya 
menqakibatkan kenaikan NJOP ·yang . cukup besar, maka 
penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun .~ekali. 

.. )~ ,, 
i . • -- t 
1 
I 
i 
' .I ! Pasal6 
: Yang dimaksud dengan. Nilai Jual Objek Pc1jak Tidak Kena Pajak 

adalah besaran jumlah sebagai pengurar.g dari Nilai Jual Bumi dan 
·• f _Eangunan untuk rnendapatkan Nilai Jual Kena Pajak . • 

.. 
..._ ....,. asal 5 
~=-Ayat (1} 

enetapan NJOP 'dapat dilakukan dengan: 
perbandingan harga dengan objek' lain yang sejenis, adc!lah 
suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek 

,pajak den~an, cara membandingkannya dengan obiek p~jak 
lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya 
sama dan telah diketahui harga jualnya. 
nilai · perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode 
penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghiturig · 
seluruh biaya yang dikeluarkan . untuk memperoleh objek 
tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan 
penyusutan berdasarkan kondisi pisik objek tersebut, 

c. nilai j_ual· pengganti, adalah suatu penoekatan/metcde 
penentuan nilal jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada 
hr;1sil produksl'obiak paj~k tersebut. 
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t Pasai 8. 
J_ Nilai jual untuk banqunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi :I terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp J 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 
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Pasal7 
·' cukup jelas 

4- t 1. Nilai Jual Bumi dan Bangunan· : Rp. 10.000.000,00 i Batas N.ilai Jual Objek Pajak Ti~ak kena pajak .: Rp. 10.000.000,0b t Nilai Jual Kena Pajak {NJKP) : Rp. NIHIL 

f 2. Nilai Jual Bumi dan Bangunan : Rp. 25.000'.000,00 . · 
[ Batas Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena pajak :...fiP.. 10.000.000,00 

,I Nilai Jual Kena-Pajak (NJKP) ·: Rp. 15.000.000,00 

Contoh: 
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411.500,00 = Rp. 

= Rp. 140.00Q.000,00 

;;;; Rp. 10.000.000,00 . L' 

::: Rp. 31.500.000,00 
::: Rp. 181.500.000,00 

= Rp. 10.000.000,00 
::: Rp. 171.500.000,00 

24000000,00 = Rp. 1 NJOP Bumi 800 x Rp.300:obo,oo 
2 NJOP Ba.ngun ... 1 

A Rumah dan garasi 
400'X Rp. 350.000.00 

B Tam an 
. 200 x Rp. 50.000,00 . 

C Pagar 

(120 x 1,5) x Rp. 175.000,00 
Total NJOP Bangunan 

. Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak 
Nilai Jual Bangunan l<ena Pajak 

3 Nilal JualObjek Pajak kena Pajak . 
4 Tarlfpatak efektif yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah 0,1 % 

5 PBB terutang: 0,1 % x Rp. 411.500.000,00 

Besarnya pokok pajak yang terutang .adalah sebagai berikut: 

Wajib paiak A mempunyai objek pajak berupa: _ _ 
- Tanah seluas 800 rn2 denqan harga jual Rp300.000,00/m2; 
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,00/m2~ .... 
- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2; . 
- __ Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan 

nilai jual Rp175.000,00/m2. 

Conteh: 

.····· 
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t Pasal 14 
1 Ayat (1) I cukup jelas i Ayat (2) · 
l Yang dirnaksud deng~n "dilaranq diborongka~~ ad~lah bahwa 
1 seluruh proses keqiatan _ pemurgutan Pajak tldak dapat 
~j. dikerjasamakan dengan pihak . ketiga yang meliputi kegiatan 
.· penghitungan besarnya Pajak terutanq, pengawasan penyetoran 
'. Pajak, dan penagihan Pajak. 

l Pasal 15 
i Cukup Jelas . :; 
~ Pasal 16 ~ 
:I cukup jelas ·i 
=t Pasal 17 
i cukup jelas I . 
' 36 l 

Pasal 12 . 
cukup jelas 

:: pasal 10 
,.. cukup jelas 

· Pasal 11 " . - eukup jelas 

pasal9 
cukup jelas 

Pasal 13' .. 
eukup jelas 
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Ayat (2) 
cukup jelas 
Ayat (3) 
cukup jelas 

Pasa\19 
Ayat (1) 

Yang dirnaksud dengan Surat Keputusan Pembetulan 
adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tu\is, 
kesalahan hitung, dan/atau · kekeliruan penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpalakan 
yang terdapat dalam surat _-ketetapan pajak, Surat Taqlhan 
Pajak, surat Keputusan Pembetulan, s·urat 

, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan 
Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 
Admmlstras', Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan 
Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat 
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, 
atau Surat Keputusan Pemberian lmbalan Bunga. 
Yang dimaksud denqan Surat Keputusan Keberatan adalah 
surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan 
pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
Yang dirnaksud dengan Putusan Banding adalah putusan 
badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak . 

. -: ~· 

Pasal 18- 
cukup jelas 

~-· 

- 
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; Pasal 20 
! cukup jelas 
i 
! ·Pasa\21 

! 1 cukup jelas 
;! 
; Pasa\ 22 ! .; 

cukup jelas .. 
I 
ii Pasal 23 i cukupjelas 
' I Pasal 24 ' ' cukup jelas I. 
' l Pasal25 I 

& I cukup jelas 
I 

I 
Pasal26 

~- ! ; cukup jelas 
' • . Pasal 27 i 
! 
i cukup jelas I 
I 

Pasai28 
cukup jelas 
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-Pasal 29 
Ayat (1) 

.··,·· Pemberian insentif kepada lnstansi Pelaksana sebagaimana 
dimaksud ayat ini secara prporsional dapat diberikan kepada 
pemungut Pajak · Bumi dan -Banqunan pada tingka1 
desarkelurahan dan kecamatan, kepeta desallurah dan 
camat, dan tenaga lainnva yang ditugaskan. oleh lnstansi 
Pelaksana Pemungut Pajak . 

- Yang dimaksud dengan "kinerja tertentu" adalah pencapaian 
target penenrnaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkar 
dalam Anggaran Pendapatan dan .. Belanja Dae rah yang 
·dijabarkan secara triwulanan dalarn Peraturan Bupati. 

... 

"·\ii· 
: ! . 
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Pasal 37 · 
cukup jelas 

Pasal36 
cukup jelas 

Pasal35 
cukup jelas 
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